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BAB 1
LATAR BELAKANG

1.1. PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 51 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka
Barat terdiri dari 10 (Sepuluh) Bagian yaitu :

Bagian Sosial Kemasyarakatan.
Bagian Komunikasi, Humas dan Protokol.
Bagian Pemerintahan.

Bagian Perekonomian.
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5. Bagian Pembangunan.
6. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.

7. Bagian Hukum.

8. Bagian Umum dan Perlengkapan.

9. Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi.
1

0. Bagian Perencanaan, Keuangan dan Kepegawaian.

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Barat
mempunyal tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan
sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan daerah,
khususnya di bidang Hukum dan Perundang-undangan. Susunan
Organisasi Bagian Hukum Setda Kabupaten Bangka Barat berdasarkan
Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 51 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja
Sekretariat Daerah, adalah sebagai berikut :

1. Bagian Hukum yang dikepalai seorang Kepala Bagian.
2. Sub Bagian yang masing-masing dikepalai oleh Kepala Sub Bagian:
- Sub Bagian Produk Hukum Daerah
- Sub Bagian Pengkajian dan Dokumentasi Hukum
- Sub Bagian Penyuluhan, Bantuan Hukum dan HAM
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dapat lebih efektif dan berjalan secara optimal sesuai dengan prinsip-

prinsip good governance dalam hal peningkatan pelayanan sesuai
Tugas dan Fungsinya, yaitu dengan:

Adanya suatu panduan yang dapat menjadi pedoman dalam
melaksanakan pemberian bantuan hukum terpadu terhadap

unsur-unsur Pemerintah Daerah sehingga kegiatan tersebut dapat

dijalankan secara optimal,

e Meratanya pemberian bantuan hukum terpadu terhadap unsur-

unsur Pemerintah Daerah; dan
* Berjalannya kegiatan Penyuluhan Hukum.

Dari permasalahan diatas, maka perlu dilakukan proyek
perubahan. Salah satu proyek perubahan yang dapat dilakukan adalah
dengan pembuatan Sarana Informasi berupa Buku Panduan Hukum
dengan judul “Pinter Dalam Permasalahan Hukum?” disingkat SI
BUDUH “TERHUKUM”
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